SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/170/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TANDA
LULUS UJIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan, perlu diselenggarakan
ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, guna kelancaran pelaksanaan
ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang
perlu mendelega’é,ikan wewenang
Penandatanganan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121},

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan T ahun
2016 Nomor 8);



11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

KEDUA

KETIGA

Mendelegasikan  wewenang Penandatanganan
Qurat Tanda Lulus Ujian Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan.

Surat Tanda Lulus Ujian Dinas sebagaimana
dimaksud diktum KESATU diberikan bagi peserta
ujian dinas kenaikan pangkat yang dinyatakan
lulus.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. 8dr. Gubernur Jawa  Timur di

Surabaya;

3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan

o P

Kepegawaian Negara di Sidoarjo;

Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
Sdr. Kepala Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lamongan;
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